BAB II

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT

DALAM MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL

A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menyangkut Strategi Keamanan Nasional

Setiap Negara memiliki Strategi Keamanan, dimana Strategi Keamanan tersebut diperlukan dalam membentuk pertahanan suatu negara.  Strategi keamanan sendiri mengandung arti suatu sub set atau bagian dari strategi penangkalan, yang ditujukan, terutama dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara.
 Strategi pertahanan tersebut digunakan untuk melakukan strategi penangkalan agar tercapai tujuan suatu negara dalam melakukan pertahanan terhadap negaranyaya sendiri.
Dengan terjadinya serangan World Trade Center 11 September 2001, Amerika Serikat mendapat ancaman terhadap esksistensi negaranya. Reaksi yang paling keras yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu dengan dilakukannya Strategi Pre-Emptive Attack, menyerang sebelum diserang. Dengan mengumandangkan perang terhadap terorisme besar-besaran. Berbagai upaya dan langkah diambil untuk meyelidiki, mengetahui, serta menumpas terorisme sampai keakar-akarnya.
A.1  Konsep Keamanan Nasional Amerika Serikat


Definisi Keamanan Nasional (national security) pada hakekatnya adalah himpunan berbagai kegiatan untuk menjamin dan meningkatkan kondisi kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan sebuah negara bangsa (nation state).
 Keamanan Nasional sendiri dibagi dalam berbagai fungsi. Fungsi ini dijabarkan ke dalam fungsi yang lebih spesifik yaitu:
 

1. Fungsi keselamatan masyarakat (public safety),

2. Fungsi perlindungan masyarakat (community protection),

3. Fungsi ketertiban umum, penegakan hukum dan ketertiban

masyarakat (law enforcement and good order).

 4. Fungsi pertahanan nasional (national defence). 

Keamanan Nasional adalah sebuah spektrum keadaan yang menggambarkan kondisi keamanan sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Kondisi ini berubah dinamik bergantung kepada keberhasilan para penyelenggara pemerintahan negara dalam mengendalikan berbagai ancaman yang mempengaruhi kondisi Keamanan Nasional itu yaitu ancaman.
 Ancaman itu sendiri mempunyai hakekat majemuk (the nature of threat). Ancaman dapat berbentuk fisik atau non fisik, konvensional atau non konvensional, global atau lokal, segera (immediate) atau mendatang (future), potensial atau aktual, militer atau non militer, langsung atau tak langsung, dengan kekerasan bersenjata atau tanpa kekerasan bersenjata, ancaman perang tak terbatas atau perang terbatas, datang dari luar negeri atau dari dalam negeri.


Sejak peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat memfokuskan diri dengan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap bentuk-bentuk ancaman potensial terorisme, sehingga ancaman terorisme tersebut tidak tejadi lagi.  Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan pre-caution (pencegahan), menyerang sebelum diserang. Upaya tersebut dikenal dengan Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Strategy). Berikut  rangkuman strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang disampaikan oleh Presiden Bush pada tanggal 20 September 2001:

1. Mempromosikan kebebasan hak asasi manusia

2. Memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi terorisme internasional dan mencegah berbagai upaya serangan terhadap dunia internasional

3. Berkerjasama dengan negara-negara untuk mencegah konflik regional

4. Pre-emptive military action, tindakan yang dilakukan untuk melawan negara-negara musuh yang mensponsori terorisme dan yang membangun senjata pemusnah massa (weapon of mass destruction).

5. Membangun infra struktur dalam berdemokrasi

A.2. Reaksi Amerika Serikat Terhadap Ancaman Terorisme


Dalam Pattern of Global Terrorism, Amerika mendefinisikan terorisme sebagai sebuah tindakan yang direncanakan, bermotif politik dan dengan jalan kekerasan yang dilakukian oleh organisasi subnasional dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara.
  Dengan terjadinya peristiwa mega teror 11 September 2001, sangat memukul masyarakat maupun pemerintahan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat George W. Bush segera mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi keamanan negara Amerika Serikat terhadap serangan terorisme yang diharapkan tidak terjadi lagi.. Oleh karena itu, Amerika Serikat segera melakukan investigasi besar-besaran untuk mengetahui dalang maupun pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa serangan teror ini. Dalam menjalankan investigasi tersebut, militer Amerika Serikat untuk pertama kalinya merancang strategi perang untuk melawan dan bereaksi terhadap serangan teroris. Rancangan yang dinamakan CONPLAN 2002 (Concept Plan) dan CONPLAN 0500. CONPLAN 2002 berisi lebih dari seribu halaman yang berisi rencana (plan) dan perintah (orders).
 Sedangkan CONPLAN 0500 menggambarkan 15 skenario krisis, termasuk bagaimana mengantisipasi sejumlah serangan simultan, yang diperintahkan langsung oleh The Pentagon’s “Nothern Command” (NORTHCOM). Kedua dokumen ini berisi naskah-naskah rahasia yang salah satu tujuan utamanya yaitu mengirimkan ribuan pasukan militer keseluruh pelosok Amerika Serikat, terutama diperbatasan-perbatasan untuk menyaring setiap individu yang masuk ke wilayah Amerika Serikat yang tidak lain untuk mengantisipasi gerakan teroris. 

Dalam peraturan kemiliteran Amerika Serikat, penggunaan kekuatan pasukan khusus (Special Troops) yang ditempatkan disetiap perbatasan dalam wilayah Amerika Serikat merupakan hal yang baru dan tidak diijinkan dalam perundamg-undangan kemiliteran Amerika Serikat, namun dengan terjadinya peristiwa 11 September 2001 mengharuskan Amerika Serikat untuk membuat undang-undang baru yang mengharuskan seluruh negara bagian diseluruh Amerika Serikat diperlakukan sebagai wilayah perang (combat zone) terhadap terorisme. Rencana rahasia yang dikembangkan di markas besar Komando Utara (biasa disebut Northcom) itu berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasukan gerak cepat, yang melibatkan sekitar 3.000 pasukan darat untuk setiap serangan. Jumlah ini bisa bertambah, tergantung dari jumlah kerusakan dan kemampuan tim reaksi sipil.

Skenario serangan yang diantisipasi dimulai dari kategori low-end (misi pengawasan kerumunan yang relatif mudah), sampai high-end, berupa manajemen penanggulangan bencana setelah terjadi serangan dahsyat, seperti serangan zat biologis ataupun ledakan bahan radiologis. Kemungkinan serangan terburuk yang harus diantisipasi, antara lain, terjadinya tiga serangan sekaligus. Disusunnya strategi perang ini menunjukkan perubahan historis di Pentagon, yang selama ini terkesan enggan untuk terlibat dalam operasi-operasi domestik.

Dengan rencana terbaru itu, militer harus mengambil alih pimpinan dalam sejumlah situasi, khususnya yang menyangkut serangan dengan jumlah korban yang besar. Dalam situasi di mana terjadi serangan senjata biologis, kimiawi, ataupun nuklir di salah satu negara bagian Amerika Serikat, “Departemen Pertahanan yang harus memimpin, di antara berbagai badan federal yang terlibat”, ungkap Laksamana Timothy J Keating, pimpinan Northcom, yang mengoordinasi keterlibatan militer dalam operasi keamanan dalam negeri.

Strategi perang ini telah memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Pentagon mengenai jenis pasukan, jumlah tentara yang dibutuhkan, dan pelatihan yang diperlukan untuk membangun sebuah kekuatan pertahanan di dalam negeri. Rencana ini juga muncul pada saat para pejabat pertahanan Amerika Serikat terlibat perdebatan intens untuk menyeimbangkan antara tuntutan pertahanan dalam negeri dan tuntutan pengerahan pasukan di luar negeri seperti di Irak, Afganistan, serta berbagai tempat lainnya. Baik Keating maupun Mayor Jenderal Richard J Rowe, ketua operasi Northcom, sepakat aset militer yang dimiliki Amerika Serikat saat ini cukup untuk kebutuhan keamanan dalam negeri.
Secara garis besar, CONPLAN ini digambarkan sebagai persiapan melawan serangan terorisme, namun dapat juga digunakan sebagai persiapan untuk menerapkan hukum, dimana kekuatan militer tersebut dapat digunakan untuk mengambil alih sebuah kota dan diberikan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam menjaga keamanan dalam negeri.  

Untuk menjaga kemanan dalam negeri, pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan menerbitkan The USA PATRIOT Act, yang berisi Undang-undang tentang penambahan kekuatan dan wewenang kepolisian lokal, khususnya FBI (Federal Bureau of Investigation) dan seluruh perangkat pemerintahan. Undang-undang ini diterapkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat Amerika Serikat dari serangan yang terjadi dimasa yang akan datang. Undang-undang ini berisi antara lain:
 

1. Federal Bureau of Investigation dengan ijin khusus diperbolehkan untuk menyadap seluruh jaringan telepon maupun hand phone serta diijinkan untuk mendengarkan pesan suara (voice mail) dan memonitor seluruh email yang masuk dari organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme. 

2. Agen Rahasia Pemerintah (Secret Service) diberikan ijin untuk membuka data-data perpustakaan maupun toko-toko buku, termasuk daftar siapa saja yang telah mengunjungi tempat-tempat tersebut. 

3. Jaksa Penuntut Pemerintah akan menuntut seluruh golongan masyarakat yang dicurigai menyediakan bantuan material untuk jaringan terorisme, termasuk juga pengacara-pengacara yang membela tersangka teroris. 

B. PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH

Dalam model pemerintahan Amerika Serikat di era Bush, yang patut dicatat adalah dimensi kontinuitas pemerintahan Bush, dimana akan mempertahankan corak strategi agresif demi mencapai situasi yang teraman bagi warga Amerika Serikat. Dimensi kontinuitas lainnya adalah menonjolnya kaitan antara idealisme universal dan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat. Kepentingan nasional yang paling utama adalah daya tahan, kepentingan vital, kemandirian, Sedangkan idealismenya meliputi soal harga diri, prinsip bertindak yang baik, kesetiaan kepada keadaan internasional yang menguntungkan semua orang seperti perdamaian, hasrat yang baik, dan keadilan antarbangsa. 
Dalam jajaran pemerintahan george W. Bush,  terdapat tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perubahan peta kekuatan politik Amerika Serikat, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri, Condoleeza Rice; Menteri Pertahanan,  Donald Rumsfeld; Wakil Menteri Pertahanan,  Paul Wolkowitz serta Wakil Presiden Amerika Dick Cheney. 
B.1.
Kebijakan Luar Negeri Amerika serikat Era Bush


Politik luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden George W. Bush, mengalami perubahan yang sangat radikal dibandingkan dengan politik luar negeri pada era sebelumnya. Dengan kata lain, sejak negara Amerika Serikat berdiri pada akhir tahun 1700-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush telah mengalami revolusi. Dan, peristiwa mega teror 11 September 2001 dijadikan milestone (tonggak bersejarah) atas terjadinya revolusi politik luar negeri Amerika Serikat. 

Pada masa Perang Dingin (PD), politik luar negeri Amerika Serikat diarahkan untuk melindungi kepentingan negara tersebut dan juga dunia internasional dari bahaya komunis Uni Soviet. Dengan kata lain, tujuan utama PLN AS pada masa itu adalah membendung Uni Soviet yang pada akhirnya harus collapsed pada tahun 1991 setelah pemimpin Uni Soviet ternama Michael Gorbachev menyosialkan program Glasnost dan Perestroika sejak tahun 1980-an.

Sedangkan setelah Perang Dingin berakhir, selesailah konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perubahan peta politik global pasca perang dingin ini, berpengaruh pula terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada awal era baru itu, tampil Bill Clinton yang dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 1993 menggantikan George Bush Senior. Pada pidato pelantikannya itu, Clinton menegaskan komitmennya untuk mempertahankan peran aktif Amerika Serikat dalam politik internasional. Pada praktiknya, peran aktif Amerika Serikat itu tidak dengan mudah digulirkan. Dengan kata lain, pada masa Clinton, politik luar negeri Amerika Serikat cenderung bersifat isolasionis. Ini dilakukan guna membuat pemerintahan Amerika Serikat fokus terhadap penanganan masalah domestik, seperti pajak, pengangguran, dan sebagainya. Tidak heran, pada masa Clinton ini, perekonomian Amerika Serikat tumbuh cukup baik. 

Dengan penilaian masyarakat Amerika Serikat yang cukup bagus terhadap kinerja Clinton, maka suami dari senator Hillary Rodham Clinton itu pun terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1997. Setelah masa pemerintahan Clinton yang kedua berakhir pada 2001, muncullah George W. Bush sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemenangan Bush melawan Al Gore, yang pada pemilu Amerika Serikat 2001 merupakan kandidat presiden dari Partai Demokrat, memang tidak pernah disangka. Pasalnya, selama masa kampanye berlangsung, dukungan rakyat Amerika Serikat lebih banyak ditujukan kepada Al Gore, bukan Bush. Bush menang secara kontroversial. Meski secara nasional suara untuk Gore lebih banyak, sistem electoral vote dalam pemilu 2001, telah memenangkan presiden Bush junior.
Hal yang patut diperhatikan dalam era pemerintahan Bush adalah dimensi kontinuitasnya. Para pejabat di bidang keamanan nasional memperoleh perpanjangan masa jabatan. Mereka pun akan mempertahankan corak strategi agresif demi mencapai situasi yang teraman bagi warga Amerika Serikat. Dimensi kontinuitas lainnya adalah menonjolnya kaitan antara idealisme universal dan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat. Kepentingan nasional yang paling utama adalah daya tahan, kepentingan vital, kemandirian, gengsi nasional, dan pengagungan nasional. 
Sedangkan idealismenya meliputi soal harga diri, prinsip bertindak yang baik, kesetiaan kepada keadaan internasional yang menguntungkan semua orang seperti perdamaian, hasrat yang baik, dan keadilan antarbangsa.

George W Bush lazimnya mengambil keputusan setelah pilihan-pilihannya di jelaskan oleh para penasihatnya yang sebagian merupakan tokoh kelompok neokonservatif. Mereka antara lain adalah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Paul Wolfowitz, Richard Armitage, dan Condoleezza Rice.

Presiden Bush memang menjadi pendukung kaum neo-konservatif. Pandangan mereka menegaskan bahwa keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat bergantung kepada hegemoni globalnya serta penyebarluasan nilai-nilai Amerika. Hal ini memperoleh respons positif warga Amerika yang patriotis dan kelompok Kristen evangelis. Amerika Serikat digambarkan sebagai bangsa terpilih untuk membawa kebebasan di dunia.

B.2.
Tokoh Tokoh Dalam Pemerintahan Bush

Salah satu tokoh yang paling mencolok dalam administrasi pemerintahan Bush adalah adalah Condoleezza Rice. Dengan diangkatnya Condoleezza Rice sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat, maka kubu neo-konservatif memperkuat kedudukan mereka di sekitar Presiden George W. Bush. Walau begitu, tampaknya kebijakan luar negeri yang dijalankan Condoleezza Rice terhadap Eropa tidak akan banyak berbeda dari pendahulunya Colin Powell.
Powell dianggap seorang diplomat yang berupaya sekuat tenaga menjembatani kalangan garis keras dalam tubuh pemerintahan Bush dengan Uni Eropa. Tetapi pengaruh Powell dalam kubu garis keras berkurang setelah peristiwa 11 September 2001. Cara Powell mempertahankan kebijakan luar negeri Amerika tidak mengesankan bahwa dia memang sudah berupaya sekuat tenaga, namun pada akhirnya mengundurkan diri.

 Kemudian munculah nama Condoleeza Rice yang ditunjuk sebagai menteri luar negri menggantikan Powell. Condi Rice selalu mengatakan bahwa ia mengharapkan untuk bisa mengejar tercapainya agenda Presiden Bush yang besar dan ambisius. Meski demikian ia juga dikenal sebagai seorang realis yang tangguh. Ia membantu menyusun Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat pada tahun 2002. Strategi ini mengutamakan dominasi militer Amerika Serikat secara global, serangan untuk mendahului (preemptive strikes) musuh-musuh Amerika Serikat, promosi demokrasi di seluruh dunia. 

Penunjukan Condoleezza Rice juga bukan merupakan kejutan. Sudah bertahun-tahun Rice merupakan tokoh yang setia menjalankan kebijakan Bush, dan lebih dari itu merupakan kepercayaan sang presiden dan keluarganya. Condoleezza Rice adalah arsitek apa yang disebut peta perdamaian yang harus bisa mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Rice juga bertanggung jawab pada kebijakan serangan pencegahan terhadap negara-negara, seperti Irak atau Iran. Agenda inilah yang tampaknya akan dikejar oleh Amerika

Kini setelah Dr Condoleezza Rice dikukuhkan sebagai menteri luar negeri, situasinya tentu menjadi agak berbeda dengan masa ketika Colin Powell menjabat sebagai menteri luar negeri. Sebelumnya, Condi memang dikenal sebagai pembuat memo dan pemberi briefing yang singkat dan padat. Ia biasanya juga sudah memastikan bahwa perselisihan pandangan antarlembaga selesai sebelum ia bertemu dengan Presiden Bush. Walaupun demikian, ia terus-menerus dikritik karena tampaknya kurang mampu mendisiplinkan aneka lembaga yang saling bersaing.

Setelah itu, Condi meningkat peranannya dan penampilannya di ruang publik. Sebagaimana halnya dengan Presiden Bush, Condi termasuk penganut mazhab "America First" (kepentingan Amerikalah yang harus didahulukan). Mereka berdua sama-sama mempunyai kecenderungan untuk memberontak. Keakrabannya dengan Presiden Bush membuatnya juga sering berlibur dengan keluarga Bush.

Cerita tentang masa lampaunya yang penuh kerja keras membuat Condoleezza Rice tangguh. Ia dewasa dalam suasana segregasi di Birmingham, anak seorang pendeta, lulus universitas dalam usia 19 tahun, dan akhirnya menjadi pakar Uni Soviet di masa pemerintahan Bush Sr. Ia adalah wanita Afrika Amerika pertama yang menduduki posisi menteri luar negeri Amerika Serikat, sekaligus menjadi pianis dan penggemar olah raga. Seperti halnya dengan Presiden Bush, Condi adalah seorang yang taat beragama. Condi Rice bersikap unilateralis di awal masa jabatan Presiden George W Bush. Sebagai misal dengan bersikap dingin terhadap Rusia. Ia juga mendorong haluan bergaris keras terhadap China dan mempertanyakan perundingan dengan Korea Utara (Calabresi, 2001).

 Sebagai menteri luar negeri terpilih, ia menyatakan bahwa ia percaya akan cara- cara diplomasi guna mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri Amerika Serikat. Ia mengisyaratkan bahwa ia juga akan bersikap moderat
. Akan tetapi, Condi Rice mewarisi sebuah jabatan menteri luar negeri di tengah keadaan dunia yang serba sulit. Sebagaimana halnya dengan Presiden Bush, peristiwa 11 September mengubah sikapnya tentang diplomasi dan realisme. 

Tokoh yang lainya adalah Paul Wolfowitz, Paul Wolfowitz yang sekarang menjabat sebagai wakil mentri pertahanan di bawah Donald Rumsfeld disebut-sebut sebagai tokoh yang paling mencolok di bawah pemerintahan Bush. Paul Wolfowitz adalah seorang yang sangat alih dalam urusan hubungan internasional yang baru-baru ini akan dipromosikan sebagai kepala bank dunia. Paul adalah seseorang yang mendukung penuh setiap aksi-aksi militer yang diambil Amerika Serikat. Terlebih lagi dalam peristiwa 11 September 2001, Paul Wolfowitz bersumpah tidak hanya akan mengejar terrorist sampai keakar-akarnya tetapi juga akan menghentikan semua negara-negara yang menjadi sponsor terorisme. 

Kemudian tokoh yang lainnya adalah Dick Cheney. Wakil Presiden Bush sekarang ini memulai karir politik nya pada tahun 1969 dibawah pemerintahan Nixon. Dick Cheney pada waktu itu berganti-ganti posisi, salah satunya adalah special  assiantant terhadap Donald Rumsfeld dibawah the United States Office of Economic Opportunity. Kemidian pada pemerintahan Gerald ford, Dick Cheney menjadi sisiten preisedn dan menjadi orang termuda yang pernah berkarir sebagai staff white house. Dick Cheney dengan cepat dikenal sebagai sesorang yang handal sebagai wakil presiden, beliau sangat aktif dalam berbagai pertemuan cabinet dan perubahan kebijakan-kebijakan negara. Pasca 11 September Dick Cheney dan Presiden Bush disembunyikan untuk alasan keamanan. Pada pagi 2002 Dick Cheney menjadi orang kedua yang pernah menjadi Presiden dalam jabatannya sebagai Wakil karena Bush sedang mengalami tes colonoscopy. Dick Cheney berperan sebagai Presiden dari pukul 10.09 sampai 13.24 setelah bush selesai menjalankan tesnya.

Tokoh yang tidak kalah pentingnya yaitu mentri pertahanan Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld disumpah sebagai mentri pertahanan yang ke-13 pada 20 Januari 2001. Sebelumnya Donald Rumsfeld juga pernah menjabat sebagai  kepala staff white house, dan duta besar unutk NATO. Selain menjadi Mentri Pertahanan Donald Rumsfeld juga menajdi Chief Executive Officer dua perusahaan besar yang masuk jajaran 500 perusahaan terbaik di dunia. Donald Rumsfeld bertanggung jawab atas aksi-aksi serta perubahan-perubahan yang terjadi di departemen pertahanan. Terlebih lagi setelah peristiwa 11 September 2001, Donald Rumsfeld memperbaharui respon Amerika Serikat terhadap terorisme dengan mengeluarkan CONPLAN (Command Plan). 

C.
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TERORISME SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL


Sejak Amerika menderita atas aksi terorisme terhadap World Trade Center, berbagai upaya dalam mempertahankan negara maupun kondisi Amerika Serikat maka kebijakan-kebijakan segera diambil sebagai upaya untuk menjaga keamanan nasional dalam menghadapi terorisme. Tujuan keseluruhan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah menciptakan dunia yang tidak saja lebih aman, tetapi juga lebih baik, dengan meningkatkan kebebasan ekonomi dan politik, memupuk hubungan damai dengan negara-negara lain serta mendorong penghormatan atas manusia. Upaya ini diharapkan akan menciptakan periode damai, makmur, dan bebas. 
C.1.
Kebijakan Anti-Terrorisme Amerika Serikat 


 Untuk turut menciptakan dunia yang aman dan bebas, Amerika Serikat memusatkan diri pada lima tema kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Mengakhiri konflik-konflik regional

2. Mengalahkan terorisme global

3. Meningkatkan derajat manusia

4. Mencegah proliferasi senjata pemusnah masal

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi global melalui pasar dan perdagangan bebas.

Belakangan ini Amerika Serikat tengah menggalakan usaha memerangi terorsime global yang menjadi agenda nomor dua dalam lima tema kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tema kedua kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah bekerjasama dengan negara lain dan organisasi-organisasi multilateral unutk mengalahkan terorisme internasional, untuk mencegah serangan terhadap Amerika Serikat maupun para sahabatnya. 

Terorisme internasional telah lama menjadi salah satu ancaman bagi kemanan luar negeri maupun dalam negeri suatu negara terlebih lagi kehidupan masyarakat secara umum.  Dalam hal ini kita membicarakan ancaman terorisme yang menimpa Amerika Serikat setelah terjadinya serangan World Trade Center 11 September 2001. Kejadian ini dianggap sebagai salah satu gerakan terorisme terbesar yang terjadi dunia, dikarenakan serangan ini sangat terorganisir dan menelan banyak korban jiwa.  


Amerika Serikat mengatakan bahwa bukti-bukti yang sudah terkumpul mengarah pada organisasi yang bernama Al-Qaeda. Mereka dituduh terlibat dalam pembomana Kedutaan Besar Amerika di Tanzania dan Kenya pada tahun 1998 dan juga dianggap bertanggung jawab atas pemboman kapal  Amerika USS Cole. Amerika Serikat juga menyamakan Al-Qaeda dengan mafia. HAnya saja perbedaannya terletak pada tujuan dari aksi mereka. Lebih lanjut, Amerika mengatkan bahwa satu tujuan teroris Al-Qaeda yaitu ingin mengubah dunia dengan pandangan radikalnya, serta membunuh seluruh warga Amerika Serikat dan Yahudi, serta tidak membedakan antara tentara dengan rakyat sipil yang tidak berdosa, termasuk anak-anak dan wanita. Amerika mengatakan bahwa Afghanistan merupakan lahan yang subur untuk latihan bagi para teroris yang tersebar diseluruh dunia. Al-Qaeda yang berada di Afghanistan telah merekrut orang-orang dari berbagai negara untuk dilatih secara militer serta merubah pandangan mereka dan kemudian dikirim keseluruh penjuru dunia untuk menebar terror dan ketakutan, terutama di Negara-negara yang berbeda pandangannnya dari Al-Qaeda. 
Amerika Serikat sangat mengutuk peristiwa ini dan segera mengambil langkah-langkah yang penting untuk menumpas gerakan Terorisme ini, khususnya gerakan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang notabene dianggap oleh Amerika Serikat sebagai kelompok yang menyebabkan tragedi 11 September itu.  Tujuan utama dari langkah-langkah tersebut adalah untuk menumpas gerkan terorisme sampai ke akar-akarnya. 
Menyikapi hal ini, Bush tidak main-main, tepat tiga hari setelah inseden 11 September terjadi, seluruh armada militer dipersiapkan menuju tanah Afghanistan.  Rakyat Amerika sangat marah atas serangan ini dan mendukung aksi presiden Bush untuk menumpas habis terorisme dengan jalan militer, sekalipun hal tesebut akan menjadi suatu perang yang lebih luas dan berkepanjangan.
 Presiden Bush memberikan ultimatum kepada Taliban untuk menyerahkan pimpinanan Al-Qaeda yang tersebar di Afghanistan dan Taliban dituntut untuk bergerak cepat, jika tidak Taliban akan bernasib sama seperti jaringan Al-Qaeda. 
  Dengan kejadian 11 September Amerika Serikat  merasa berhak berada diposisi paling depan dalam upaya melawan terorisme internasional, termasuk dalam melakukan invasi ke Afghanistan, negara yang menyembunyikan Osama bin Laden, pemimpin organisasi Al Qaeda yang dianggap Amerika melakukan tindakan terorisme serangan terhadap World trade Center dan Pentagon, 11 September 2001. Insiden ini melahirkan skema perang besar-besaran terhadap terorisme global untuk menumpas gerakan terorisme itu sendiri. Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

1. Amerika Serikat berusaha untuk memaksa para teroris untuk keluar dari persembunyiannya. 

2. Menyerang lokasi yang dianggap sebagai tempat para teroris berlindung dan menghancurkannya. 

3. Menekan negara-negara yang dianggap membantu kelompok teroris. 

4. Mencegah rencana-rencana serangan teroris dan bekerjasama dengan negara-negara didunia untuk bersama-sama menghentikan aktivitas terorisme.   

Amerika Serikat tidak akan memberikan pertimbangan apapun kepada para teroris yang menahan staff maupun rakyat Amerika sebagai sandera teroris.  Amerika Serikat tidak akan memberikan tebusan bagi para teroris maupun bernegosiasi dalam upaya menyelamatkan sandera.  Namun hal ini bukan berarti Amerika tidak memperhatikan keselamatan sandera, tetapi Amerika Serikat tidak akan pernah bernegosisasi dengan teroris.Amerika Serikat akan membekukan dana teroris maupun jaringan-jaringannya yang tersebar diseluruh dunia. Amerika juga akan tetap giat memburu merkea sampai tidak ada tempat lagi untuk para teroris bersembunyi. Selain itu Amerika juga menekan negar-negara pendukung teroris yang memerikan dana maupun bantuan dalam bentuk militer.  Setiap Negara di dunia harus memutuskan apakah bergabung bersama teroris atau dengan Amerika Serikat untuk bersama-sama menumpas gerakan terorisme. Dari saat ini, Negara-negara yang disinyalir mendukung teroris dianggap sebagai musuh Amerika. Amerika akan mengambil tindakan keras untuk melawan teroris dan untuk menyelamatkan Amerika sendiri. Saat ini, lusinan agen federal maupun departemen bersama dengan pemerintah bertanggung jawab terhadap pengamanan Amerika. 
Dari pihak Amerika Serikat sendiri, mereka akan terus mengupayakan usaha penyelamatan terhadap sandera dari tangan teroris dengan cara apapun bahkan dengan military force. Atau penindakan sesuai dengan undang-undang (U.S. Law, 18 USC 1203)
, Amerika Serikat terus menggalakan program anti teroris dengan cara bekerjasama dengan mengembangkan program pelatihan dan keamanan baik didalam negeri maupun kerjasama dengan negara lain untuk memerangi ancaman terorisme ini. Amerika Serikat juga akan menggunakan seluruh kekuatan hukum untuk menghukum tindakan teror itu sendiri bahkan Amerika Serikat akan mengambil semua langkah untuk mengakhiri ancaman terorisme itu sendiri melalui tindakan hukum, seperti ekstradisi. Tujuan Amerika Serikat sudah sangat jelas, dimana Amerika secara aktif akan terus mengejar para teroris melalui kerjasama dengan negara-negara didunia.
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